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PENDAHULUAN

Perusahaan memperhatikan pembayaran pajak dikarenakan memiliki dampak pada
persaingan (Jihene & Moez, 2019). Pajak merupakan beban bagi Perusahaan sehingga
memperkecilnet profit atau kekayaan yang diterima pemegang saham. Dengan Kata lain,
semakin tinggi pendapatan yang diterima, maka Perusahaan harus menanggung
pembayaran pajak lebih besar. Akibatnya, Perusahaan berusaha untuk menekan pajak yang
dibayarkan, sehingga keuntungan bersih yang perolen maksimal (Iswari et al., 2019).
Agresivitas pajak didefinisikan sebagai upaya Perusahaan dalam rangka meminimalkan
pajak yang dibayarkan (Hanlon & Slemrod, 2009).

Dalam laporan Tax Justice Network dengan judul The State of Tax Justice 2020: Tax Justice
in the time of Covid-19, menyatakan perkiraan kerugian yang dialami Indonesia mencapai
4,8 miliar dolar yang equivalent dengan Rp68,7 triliun setiap tahun dimana salah satunya
disebabkan oleh tindakan agresivitas pajak dari wajib pajak badandi Indonesia.
Selanjutnya, Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah mempublikasikan laporan
realisasi pajak yang diterima selama lima tahun terakhir sejak tahun 2017 sampai 2020
belum tercapai masing-masing sebesar 89%, 92%, 84%, 84% dan 63% pada tahun 2020.
Selain itu, pengukuran kinerja dalam bidang perpajakan dapat menggunakan tax ratio. Tax
ratio merupakan komparasi penerimaan pajak dengan Gross Domestic Product. Tax ratio
selama lima tahun terakhir berturut-turut sebesar 10,7%, 11,5%, 10,7%, 9,76% dan 8,33%
pada tahun 2020, dimana tax ratio tersebut jika diperbandingkan dengan negara lain yang
bergabung dalam OECD posisi Indonesia masih dibawah negara lain. Kondisi tersebut
merupakan indikasi yang disebabkan perilaku oportunis wajib pajak melalui tindakan
agresivitas pajak (Alkausar et al., 2020).

Agresivitas pajak, manajemen pajak, perencanaan pajak, dan penghindaran pajak adalah
istilah yang dapat dipertukarkan (Richardson et al., 2013). Berbeda dengan tax evasion
yang ilegal karena melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, agresivitas pajak
merupakan tindakan hukum penghindaran pajak (Hanlon & Heitzman, 2010). Upaya ini
dilakukan dengan mencari celah dalam suatu peraturan perpajakan. Perusahaan dapat
menggunakan pengurangan dan pengecualian yang diizinkan, sehingga tidak ada peraturan
yang dilanggar. Walaupun negara dirugikan karena semakin berkurangnya pendapatan,
namun praktik agresivitas pajak tidak dapat dilarang oleh Pemerintah (Hardianti, 2014).

Agresivitas pajak pajak dapat dipengaruhi oleh hubungan politik (Li et al., 2016). Suatu
Perusahaan dianggap memiliki koneksi politik ketika pemegang saham mayoritas atau
presiden direktur secara bersamaan menduduki jabatan sebagai anggota legislatif atau
pemerintahan, raja atau presiden suatu negara, atau pemimpin atau anggota partai politik
(Faccio et al., 2010).

Koneksi politik yang ada pada dewan komisaris serta direktur memiliki pengaruh positif
terhadap agresivitas pajak (Agarwal et al., 2012). Perusahaan memanfaatkan koneksi
politik untuk mendapatkan keuntungan bagi bisnis mereka (Francis et al., 2016). Dalam
konteks perpajakan, koneksi politik dapat memberikan akses Perusahaan memperoleh
informasi lebih baik tentang perubahan peraturan perpajakan di masa depan (Milyo et al.,
2000). Informasi tersebut dimanfaatkan dalam rangka penghindaran pajak secara yang
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agresif. Perusahaan yang memiliki koneksi politik mempermudah mereka dalam rangka
mendapatkan kredit modal dengan fasilitas kredit yang mudah untuk diperpanjang
(Houston et al., 2014). Kondisi tersebut dimungkinkan karena kreditur memperoleh
jaminan dana talangan dari pemerintah yang terkait dengan Perusahaan tersebut jika terjadi
krisis keuangan (Agarwal et al., 2012). Akibat keistimewaan tersebut, Perusahaan dengan
koneksi politik cenderung melakukan agresivitas pajak lebih tinggi (Kim & Zhang, 2016).

Penelitian lain menunjukkan, koneksi politik memiliki pengaruh negatif pada tax
aggressiveness (Jian et al., 2012; dan Pranoto & Widagdo, 2016). Secara politis, koneksi
politik yang dimiliki Perusahaan menyebabkan mereka akan bertindak lebih konservatif
dalam rangka mengambil keputusan, terutama menyangkut peraturan perpajakan. Hal ini
dilakukan dalam rangka peningkatan anggapan terhadap kepatuhan yang dimiliki oleh
Perusahaan sebagai wajib pajak (Lestari & Putri, 2017).

Penghindaran pajak merupakan tindakan yang memiliki risiko serta dipengaruhi oleh
keputusan, orientasi, juga motivasi dari manajer. Kompensasi berupa insentif menjadi salah
satu penentu dalam tindakan atau aktivitas tax avoidance (Desai & Dharmapala 2006).
Aktivitas tax avoidance lebih rendah ketika kompensasi yang diterima manajer lebih tinggi.

Desai & Dharmapala, (2006), Ohnuma, (2014), dan Gaaya et al., (2017) menyatakan bahwa
good governance Perusahaan merupakan struktur supervisi mampu mendisiplinkan
manajer serta meminimalkan tindakan memanfaatkan kesempatan yang ada untuk
melakukan tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian tersebut, ditemukan
variasi hubungan kompensasi eksekutif dengan agresivitas pajak bergantung pada tingkat
good governance yang diterapkan di Perusahaan. Manajer tidak akan melakukan tindakan
agresivitas pajak jika tidak memperoleh imbalan, karena terdapat kepentingan pribadi
manajer yang diharapkan berupa imbalan yang berlebih (Rego & Wilson, 2012).
Kompensasi eksekutif yang semakin besar dapat mengurangi tindakan agresivitas pajak,
kondisi tersebut akibat kompensasi dapat membuat manajer mengambil tindakan yang
diharapkan oleh shareholder (Yuwono, 2019). Sedangkan Mulia et al., (2019), berpendapat
bahwa kompensasi tinggi yang diberikan kepada eksekutif tidak dapat memberikan
motivasi manajer mengambil tindakan yang berisiko yaitu dengan mengambil strategi
pajak yang agresif.

Penelitian terkait koneksi politik serta agresivisitas pajak sebelumnya telah dilakukan (e.g.
Lin et al., 2014; Pranoto & Widagdo, 2016; Agarwal et al., 2012; Jian et al., 2012; Kim &
Zhang, 2016), selanjutnya penelitian mengenai kompensasi eksekutif dan agresivitas pajak
telah dilakukan (e.g. Rego & Wilson, 2012; Hanlon & Slemrod, 2009; Minnick & Noga,
2010 dan Desai & Dharmapala, 2006), namun demikian terdapat inkonsisten hasil dari
penelitian-penelitian tersebut, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai
pengaruh koneksi politik dan kompensasi eksekutif. Perbedaan penelitian ini adalah
penggunaan variabel koneksi politik dan kompensasi eksekutif secara bersama-sama,
selanjutnya menambahkan variabel moderasi yaitu kualitas audit. Penambahan variabel
moderasi dengan tujuan setelah mengetahui faktor yang mempengaruhi tindakan
agresivitas pajak, maka diperlukan langkah untuk meminimalisirnya. Tindakan agresivitas
pajak dapat diminimalisir dengan menerapkan tata kelola yang efektif, dimana kualitas
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audit merupakan struktus tata kelola yang dianggap mampu melindungi pengguna terhadap
tindakan oportunisme dan penipuan oleh manajer.

Tujuan penilitian ini adalah mengisi kesenjangan yang ada dengan melakukan pengujian
pengaruh koneksi politik serta kompensasi eksekutif terhadap tax aggressiveness serta
melakukan analisi dampak penerapan corporate governane yaitu kualitas audit sebagai
variabel moderasi. Harapan dari studi ini mampu berkontribusi pada pada tataran ilmu
akuntansi dengan mengembangkan pemahaman teoritis yang lebih baik mengenai variabel
yang diteliti dan mampu memberikan implikasi manajerial yang positif dalam penerapan
corporate governance di Indonesia.



